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Abstrak
 

Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di

Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh

warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian

yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini

terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan

pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

<hr><i>The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at

Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens

and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the

Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research

with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa

Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land

procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not

equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which

has been specified.</i>
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